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Y BPJSKesehatan
wo Badan Peryelenggara Jan unalEra PT ASkeS Persero VS JKN 1

Kepesertaan 16.169.701 120.155.268*) Universal coverage
2  Faskes Semua memenuhi  Faskes pengalihan Semua memenuhi
kriteria belum semua kriteria kredentialing
kredentialing memenubhi kriteria
kredentialing
3  Sistem Sistem rujukan Sistem rujukan Sistem rujukan
Pelayanan berjenjang berjenjang berjenjang
'/’4’ Sistem ) \‘
| Pembayaran !
i a. FKTP Kapitasi Kapitasi Kapitasi dengan pay i
: for performance :
| |
:‘ b. FKTL Paket dan Fee For = INA-CBG’s + carve out  INA-CBG’s ::
A Service /

*) data per 17 April 2014
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g} 2REC0Era PT Askes (Persero) vs JKN (2)

Aspek PT Askes
(Persero)

5 Aplikasi Bridging: Belum bridging: Bridging:
oSJP oFKTP *FKTP
ePenagihan oSEP oSEP
eVerifikasi *INA-CBG’s *SIRS*
eVerifikasi *INA-CBG’s
eVerifikasi
6 Sistem mutu 1. DPM e HTA e HTA
e Tim Kendali Mutudan e Tim Kendali Mutu
Biaya (Audit Medis) dan Biaya (Audit
e C(linical Advisory Medis)
e DPM e (linical Advisory
e DPM

*Sistem informasi RS
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FASILITAS KESEHATAN
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" Fasilitas « memenuhi persyaratan

credentialing)
Kesel.'\.ataﬂ « wajib bekerjasama dengan
milik BPJS Kesehatan
L Pemerintah
Fasilitas * memenuhi persyaratan N\,

(credentialing)
K.e.sehatan * dapat menjalin kerjasama
milik swasta dengan BPJS Kesehatan

\




(o) BRISKesenatan FASILITAS KESEHATAN

Badan Penyelenggars Jaminan Scsial

Perpres 12 Tahun 2013, Pasal 30 (2):
Fasilitas Kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana
penunjang, wajib membangun jejaring dengan Fasilitas Kesehatan

penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis
pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan.
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PENYELENGGARA JAMINAN
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA




o) BRISKesehalal pgnyelenggara Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama

»4® BadanPenyelenggarz Jaminan Scsal

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama berupa:
a.puskesmas atau yang setara;

b.praktik dokter;

c.praktik dokter gigi;

d.klinik pratama atau yang setara; dan

e.Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

& Fasilitas Kesehatan tingkat pertama > harus menyelenggarakan
pelayanan kesehatan komprehensif berupa:
& Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif
& Pelayanan kebidanan
& Pelayanan Kesehatan Darurat Medis
& Termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan
laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
& Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif, bagi
Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib

membangun jejaring dengan sarana penunjang.




) Wb KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN
PERMENKES No 71 Tahun 2013

1) rasias Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS
Kesehatan.

2) Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

3) Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan
BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau
pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan
BPJS Kesehatan.

4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan




i BPJSP il
Pl KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN

PERMENKES No 71 Tahun 2013
| Pasal 5

1) Untuk dapat melakukan kerja sama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
memenuhi persyaratan.

2) Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS
Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan
Fasilitas Kesehatan juga harus
mempertimbangkan kecukupan antara jumlah
Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang
harus dilayani.
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(:} BRJS Kesehatan Persyaratan, Seleksi dan Kredentialing

Badan Penyelenggars Jaminan Scsial

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

FPzsal 6

(1) Pcrsyaratan yeng harus dipcnuhi scbegeimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas:
a. untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki:
1. Surat Ijin Praktik;
2. Nomor Poisols Wajib Pajak (NPWR); _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
3. jperianjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring I
YOS 00 e . o e S o € . o, O |
4, surat pernyatzan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengen Jaminan Kesehatan Nasional.
b. untuk Puskesmas atau yang setara harus mermiliki:
oy B S LT Sy ————— .
2 ISurat [jin Praktik (SIF) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik I
I!'-\poteker (SIFA) bagi Apoteker, dan Surat [jin Praktik atau Surat [jin
| Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; I

4. surat pernyatean kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
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("'5 BPJS Kesehatan Persyaratan, Seleksi dan Kredentialing
»a® BadanPenyelenggarz Jaminan Scsial
Permenkes Nomor 71 Tahun 2013
c. untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki:
1. Surat I[jin Operasional,
2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat [jin Praktik

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
S. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan
6. surat pernvatean kesedican mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
d. untuk Rumeh Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki :

1. Surat I[jin Operasicnal,
2. Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik;

Ij-_ Nomor Dokok Wajib Pajak (NPWD) badan: _ _ _ _ - — — — — .
4. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan I

dengan Jaminan Kesenatan Nasional.

(2) Sclain pcrsyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi.




@ BPJS Kesehatan Persyaratan, Seleksi dan Kredentialing

Badan Penyelenggars Jaminan Scsial
Permenkes Nomor 71 Tahun 2013
Pasal 8

(1) Dzlam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan
penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS
Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik
perawal untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkal Perlama sesuai
dengan kewenangan yang dilentukan dalam peraturan perundang-
undangan.

(2) Delam rangka pcmbcrian pclayanan kcbidanan di suatu wilayah tertentu,
BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan.

(3) Persyaratan bagi praktik bidan dan/atau przaktik perawat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

Surat [jin Praktik (SIP),

Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP);

perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya; dan

surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan

o p gp

Jaminan Kesehatan Nasionzal.
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PENYELENGGARA JAMINAN
KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN




oY BPJSKesehatan

»4® BadanPenyelenpgarz Jaminan Scsal
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tingkat Lanjutan
Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berupa:
a.klinik utama;

b.rumah sakit umum; dan

c.rumah sakit khusus.

# Fasilitas Kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan BPJS
Kesehatan melalui perjanjian kerja sama.

# Perjanjian kerja sama dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas
Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan.

# Perjanjian kerja sama berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

# Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan,
Fasilitas Kesehatan harus memenuhi persyaratan.
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Persyaratan Faskes Rujukan Tk Lanjutan
Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

Rumah Sakit harus memiliki:

1.Surat ljin Operasional;

2.Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit;

3.Surat ljin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik;
4.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;

5.Perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan;
6.Sertifikat akreditasi; dan

7.Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh rumah sakit yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dinyatakan telah terakreditasi.
Rumah sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri

l diundangkan.
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UU No 36/2009 Pasal 108

1. Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep
dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan
obat dan obat fradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

UU No 44/2009 Pasal 15

3. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di
Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.
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POLA KERJASAMA
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POLA KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

-

1.FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA

2.FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN
TINGKAT LANJUTAN

~

2 )
FASKES PENUNJANG PRGRAM:
1.Apotek
2.Laboratorium

\_ J

Melakukan Perjanjian

Melakukan Perjanjian

Kerjasama

Jejaring/Faskes
penunjang lain

Tidak ada
Perjanjian
Kerja Sama

Kerjasama

BPJS KESEHATAN
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[ Tahapan penyiapan faskes ]

KREDEN- KESEPAKATAN
MAPPING SIALING TARIF KONTRAK




{=y BRISKesehalan

. 4® BadanPeryelenggara Jaminan Sosial

FASKES PENUNJANG
PROGRAM RUJUK BALIK

I[ 1. Apotek l

e Untuk pelayanan Obat Program Rujuk Balik

[ 2. Laboratorium

e Untuk pelayanan pemeriksaan penunjang
bagi peserta Program Rujuk Balik
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JUMLAH JUMLAH

PROPINSI APOTEK PROPINSI APOTEK

PRB PRB

NANGGROE ACEH 16 JAWA TENGAH 88

1 DARUSSALAM 19 17 JAWA TIMUR 127
2 SUMATRA UTARA 17 18 KALIMANTAN SELATAN 13
3 JAMBI 7 19 KALIMANTAN TENGAH 14
4 KEPULAUAN RIAU 8 20 KALIMANTAN TIMUR 7
5 RIAU 7 21 MALUKU 1
6 SUMATRA BARAT 17 22 SULAWESI BARAT 3
7 BENGKULU 2 23 SULAWESI SELATAN 22
KEPULAUAN BANGKA 24 SULAWESI TENGGARA 7

8 BELITUNG 6 25 GORONTALO 4
9 LAMPUNG 8 26 MALUKU UTARA 5
10 SUMATRA SELATAN 13 27 SULAWESI TENGAH 5
11 BANTEN 18 28 SULAWESI UTARA 8
12 DKI JAKARTA 20 29 NUSA TENGGARA BARAT 11
13 KALIMANTAN BARAT 12 30 NUSA TENGGARA TIMUR 19
14 JAWA BARAT 45 31 PROP. BALI 13
____15ID1 YOGYAKARTA | 12 32 PAPUA 10
33 PAPUA BARAT 9

_____JUMLAH | 577
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PENYEDIAAN OBAT PRB

DOKTER
PRAKTIK
PERORAN

GAN
N

PABRIK/DISTR

IBUTOR OBAT |
TS—, APOTEK KLINIK

k\ PRB PRB
/ = K—/'

PUSKESM
AS

N/
25



oy BRISKesenatan  kOMITMEN KESEDIAAN APOTEK PRB

1. Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat Program Rujuk Balik secara
lengkap, kecuali obat dalam keadaan kosong yang dinyatakan secara
tertulis oleh Distributor obat yang bersangkutan, apotek wajib mencarikan
obat sejenis tanpa mengenakan biaya tambahan kepada peserta;

2. Memberikan obat-obatan kepada Peserta berdasarkan resep obat yang
diterima dengan tetap berpedoman kepada Formularium Nasional;

3. Membuat dan menyampaikan kepada BPJS Kesehatan laporan bulanan
yang mencakup persediaan obat Program Rujuk Balik, pencatatan atas
resep-resep obat yang masuk dan bukti penerimaan obat Peserta;

4. Mengikuti proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara berkala
oleh BPJS Kesehatan;

5. Bersedia menyediakan komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan oleh BPJS Kesehatan untuk kebutuhan penggunaan program
Aplikasi Pelayanan Apotek;

6. Memberitahukan secara tertulis kepada BPJS Kesehatan dalam hal terjadi
perubahan tempat praktik atau berhenti praktik.
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Keuntungan Menjadi Provider BPJS Kesehatan

Kepastian Pangsa Pasar

Mendapatkan Harga Obat dengan Harga yang

terjangkau sesuai E-Catalogue

—| Kepastian Pembayaran I

Mendapatkan edukasi peresepan obat yang
rasional melalui restriksi dan peresepan Fornas
Mendapatkan Informasi tentang Program
Penyelenggaraan JKN
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PEMBIAYAAN




(e} BHsHesehatan SISTEM PEMBAYARAN

PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 PERMENKES NOMOR 69 TAHUN 2013

Bagiun Keempal

| TARI® KAPITAS| UNTUK PELAYANAN KCSCHATAN RAWAT JALAN 7 NGKAT

Cara Pembayuran Fusililas Kesehalan PERTAMA
A TARIF KAPITASI ZI PUSKESMAS
Pasal 39 ‘
\C PUSKESMAS | TARIF)
(1) BRJS Keschatan melakukan pcmbavarap._kqmda. 1| Puskesmas a1 "esitas Kesenaten yang setara : 7000 - ?O)I
["asslitas Kex‘halar tingkat pertama secara| praupayal '
herdasarkan 3 _"EE‘L"_‘_l aras jumlak [eserta  yang
B TARE= XAPITAZI CI RS PRATAMA, KLINK PRATAMY, DCKTER PRAXTEX
rerdafrar ¢ Fasilitas Kezehatan tingkat pertama, DOKTER 516 PRAXT=K

(2) Dalam hal Fasilitas Keschatan tngkat pertama di : - 0 PR PO B 252707
NO| BN FASITAS NESEHATANPRIVES URIKSWASTA | TARIFIRr)
guatu decrah tdak memungkinkan pembayaran
B 1 | RS Pralama Kk Fralawa Pradtsh Doder aiul 8.000 - 1000C
berdasarkan kapitas! sebagaimonn dimaksud pada Faeias Keeewlan yang salaa |

ayat (1), BPJS Keschatan diberikan Kkewenangan 2 | Prakth Dekder Gig 6 hr Fasits K Al okea 2000
untuk melakukan pembayaman dengar mekaniame B1 |

lain yang lehik berhasil guna.

Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS

Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta

yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan
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SISTEM PEMBIAYAAN FKTP

PO S NON KAPITASI (PER
KAPITASI HON kAR (PN DIEM)

e Administrasi * Obat PRB » Rawat inap tingkat
* Jasa medis * Pemeriksaan pertama
e BMHP Penunjang PRB
e Jasa tindakan e Kebidanan dan
medis Neonatal
 Penunjang lab * Ambulan
tingkat pertama * Pemeriksaan
* Pelayanan penunjang
promprev screening

e Pelayanan gigi e Darah
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PEMBIAYAAN OBAT PROGRAM RUJUK BALIK

Pasal 3 Permenkes 69 Tahun 2013

Pembiayaan untuk pelayanan ambulans, pelayanan obat rujuk balik,
pelayanan skrining kesehatan tertentu, dan/atau pelayanan kesehatan
pada daerah terpencil dan kepulauan dibayar oleh BPJS Kesehatan yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

Pasal 71 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014

(3) Obat Program Rujuk Balik dan pemeriksaan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh BPJS Kesehatan diluar biaya kapitasi.

(4) Obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagihkan
secara kolektif melalui klaim tersendiri kepada BPJS Kesehatan.

(5) Biaya obat program rujuk balik terdiri atas harga obat yang mengacu pada
Formularium Nasional yang ditetapkan oleh Menteri dan ditambah dengan
faktor pelayanan dan embalage.




toy BPISKesehatan
®u® Badar Peiyeenggare Janinan Susiel CAKU PAN PROG RAM RUJ U K BALI K

A. JENIS PENYAKIT (SESUAI DENGAN SE MENKES HK/MENKES/31/1/2014)

. DIABETES MELLITUS 6. EPILEPS
. HIPERTENSI 7. SCHIZOPHRENIA

. JANTUNG 8. STROKE
ASTMA 9. SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)

. PPOK 10. SIROSIS-HEPAHHS-

B. OBAT PROGRAM RUJUK BALIK
1.0OBAT UTAMA, YAITU OBAT KRONIS YANG DIRESEPKAN OLEH DOKTER

SPESIALIS/SUB SPESIALIS DI FASKES TINGKAT LANJUTAN

2.0BAT TAMBAHAN, YAITU OBAT YANG MUTLAK DIBERIKAN BERSAMA
OBAT UTAMA DAN DIRESEPKAN OLEH DOKTER SPESIALIS/SUB
SPESIALIS DI FASKES TINGKAT LANJUTAN UNTUK MENGATASI PENYAKIT
PENYERTA ATAU MENGURANGI EFEK SAMPING AKIBAT OBAT UTAMA.
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PEMBIAYAAN OBAT PROGRAM RUJUK BALIK

DIBAYAR SECARA FFS [ TEDRM_AA?/IUK
OLEH BPJS KESEHATAN KOMPONEN [

KAPITASI

HARGA OBAT MENGACU PADA
HARGA YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI 33
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Lanjutan...

N ,ﬁ,ﬁ TARIF PELAYANAN PRB:
4?’ 0 OBAT
D Sesuai e-katalog + faktor pelayanan +

embalage
Yorng terhormnt, T o
1. T‘.lrc Kepala Dines Reschatan [yovins sdoruh Indencsia e_kata Iog d I kelua rka n Oleh Kemen kes

2. Para K=pala Dinas Keschatan Kabuzaten) Kota sahu-uh Indonesia

3. Ketua Ferhimpunan Rumsh Zakit (PRRAI) faktor pelayanan dan embalage sesuai

4. Ertua Aaosinai Das Seachatan (ADINKES)

': Fotina Axosmiani Elink lxlooeses [ASKLIY) |t SE Menkes NO 31/2014

Kot Perlsnagroamane KB ik shian Fasilian Pelapis o Kesehatan
Primer lncloreda [PERR
7. Keun Pengurns Seor Thaten Rokdrere Ir eloose (PR D)
8. Kmua Pengurus Sesur Persaoven Doboes Gign domesda (M98 P0G
9. E2ua Fengurus Persatuan Prorana. Nasoral Indonesta (PPRI

19 Kiua Fengurus kaian Buden ‘ncoresia 18 D Pemeriksaan Penunjange Ditagihkan
11 Keua Fengurul “ksan Adoteizer Irdonssis (LAl) . . .
terpisah dengan tarif maksimal
e SO «GDS  :Rp 10.000 sd 20.000 (harus
TINTANG H H H H
PEZAKBANAAN STANDAR TAKIF PELAYANAN K 2SEHATAN PADA dengan |nd|kaS| medls 1x per
" FASIITAS KESEIATAN TNGEAT LANJUTAN «GDP  :Rp 10.000sd 20.000 [~ bulan
DALAM PEAVE_ENGCARAAN PROGRAM JAMINAN ETSETIATAN
= GDPP :Rp 10.000 sd 20.000
= dalam hal diperlukan pemeriksaan

lainnya = dilakukan di faskes lanjutan

A
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PERPRES No 111 Tahun 2013

tentang Perubahan atas PerPres Nomor 12 Tahun 2013

(1) BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang
diberikan kepada Peserta paling lambat:

a. tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan bagi Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama yang menggunakan cara pembayaran praupaya
berdasarkan kapitasi; dan

b. 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap bagi Fasilitas
Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

(2) BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada Fasilitas Kesehatan sebesar
1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan
keterlambatan.
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Adanya Dukungan dari Regulator, Fasilitas
Kesehatan, Perhimpunan Profesi dan
Tenaga Kesehatan (salah satunya
Pharmacist) agar pelayanan obat dapat
rasional dan cost effectiveness.
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